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Menimbang : 1.
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*I*ngingat: fr,

I{EPUTUSAI{ TNREKSI

Nomor : 04UKpts.t 000n { 00108.2020

Tentang

PENGENDALIAT{ GRATIFIKASI

DtL|NGKUNGAN pT BOitA BtS[ilA TNDRA (pERSER0)

DIREKSI,

Bahwa dalam rangka implementasi penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik
{Good corponte Govemance} PT Boma Bisma lndra (pensero) tetah menetapkan
Pedoman Pengendalian Grafitfkasidilingkungan pI Boma Bisma lndra {pensero);
Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari sistem pengendalian
intemaldalam mencegah penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang baru, maka clipandang

Fflu untuk dilakuka0 peninjauan bfiadap sK Direksitenftng pedoman penEendailan

Gratifikasi;

Berdasa*an pertimbangan pada butir 1-3 maka perlu ditetapkan kembali dalam surat
keputusan Direksi.

undang-undang Rl Nornor 28 hhun 19gg tentang penyelenggar.a Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

undang-undang Rl Nomor 31 tahun 1g9g tentang pemberantasan Tindak pidana

Korupisebagaimana diubah dengan undang-undang Rl N0.20 tahun 2001;
undang-undang Rl Nomor 30 tahun 2002 tenhng Komisi pemberantasan Korupsi
Undang.undang RlNomor 19 tahun 2003 tentang Badan Useha Milik Negara
Undang-undang Rl Nomor 40 tahun 2007 tentang perueroai Terbatas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 201g tentang pelaporan
Gratifikasi
Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor pER-01/MBul2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Gaod Corporate GovemanceJ pada
BUMN sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri BUMN Nomorp Per-09lMBUt2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan usha Milik Negara Nomor pER-

01lMBUl2011; '
Keputusan Sekretaris Kemenhian BUMN Nomor: SK-16lS.MBw2a12 tentang lndikator
Parameter Penilaian dan EvaluasiAhs Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(GCG) pada BUMN ;

Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina
s.H. Nomor 62, Tanggal 27 Februad 2017 tentang pernyiitaan Keputusan Menteri Badan
usaha Milik Negara selaku Rapat umum Pemegang saham perusahaan perseroan

{Pensero) PT Boma Bisma lndra;

Akta Notaris Hj. Eva Fitri sagitarina, sH, Nomor 07, tanggat 7 Agustus z01g tentang
Pemyataan Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara selaku Rapat umum
Pemegang Saham Perusahaan Penseroan (Persero) PT Boma Bisma lndra;
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k.

Akta Nokris Hj. Eva Fiti S4itadna, SH, Nomor 34, tanggal 22 Juli 2020 tentang
Pemyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapd Umum
Pemegang $aham Perusahaan Perceroan (Persero) PT Boma Bisma lndra;

Keputusan Direksi Nomor: 001 /Kpb.1000.140011.2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang
Perubahan Pokok-pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi di Bawahnya

Keputusan Direksi Nomor : 04slKpb.10gafl10an72020 tanggal 29 Juli 2020 tentang

Pedoman Tata Kelola Perusahaan {Code Af Corparde Bovemancel PT Boma Bisma

lndra (Persero);

Perjanjian Kerja Bersama {PKB) tahun 2020-2021

iIEMUTU$KAN,

KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PT BOMA BISMA INDRA (PERSEROI dengan ketentuan sebagai berikut;
Menerapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Boma Bisma lndra

(Persero) sebagaimana terlampir dalam keputusan Direksi ini

Fedoman Pengenddian Gratifikmi di Lingkungan FT Bonra Bisma lndra (Fersero)

disusun sebagaisalah satu upaya peningkatan integritas di lingkungan PT Boma Bisma

lndra (Persero) melalui penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terhadap hal-hal

yang berkaitan dengan Gratifikasidi lingkungan PT Boma Bisma lndra (Penero)

IUenetapkan Unit Pengendali Gratifikasi {UPG} yang mempunyai tugas dan wewenang

unfuk analisis dan pemrosesan terhadap setiap laporan Gratifikasi di lirqkungan PT

Boma Bisma lndra (Pensero)

Menginstruksikan kepada seluruh insan PT Boma Bisma lndra (Pensero) untuk mentaati

seluruh ketentuan yang berlaku dalam keputusan Direksi int
Dengan diberlakukan Kepufusan Direksi ini mdka Kepuhrsan Direksi Nomor

010/Kpb.1000i07.2018 tanggal I Juli 2018 dan ketenluan lain yang bertentangan

dengan keputusan inidinyatakan tidak berlaku

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di

dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

$

Ditetapkan di : Surabaya

, Padatanggal : 27 Aqustus 2020

PT Boma Bisma lndra {Persero}
Direksi,

m.

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

v.sook H6i qsfiiyens

ilirektur Utarna



FT Boma Bisnng lndra(Persero)
Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

KOMTTMEN MANAJEMEN PT BBI (PERSERo)

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

pT Boma Bisma lndra (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratikasi guna mendukung

upaya pemberantasan tindak pidana korupsidengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar

a.Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun

kepada lembaga pemerjntah, perseorangan atau kelembagaan atau perusahaan domestik atau

perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh

perundang-undangan yang berlaku; dan

b.Tidak akan meminta atau menerima suap, gratikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari

perseorangan atau kelembagaan atau perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

2, pT Boma Bisma lndra (Persero) akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratikasi sesuai

ketentuan dalam pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

3. pT Boma Bisma lndra (Persero) akan mempersiapkan anggaran yang dipedukan dalam penerapan

pengendalian gratikasi yang meliputi antara lain kegiatan sosialisasi/diseminasi.

4. pT Boma Bisma Indra (Persero) menyediakan fasilitas untuk penerimaan laporan gratifikasi di lingkungan

satuan kerjanya untuk diteruskan dan melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratikasi di Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)

Surabaya, 27 Agustus 2020

DIREKSI

Direktur Pemasaran dan Operasional
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DEWAN KOMISARIS

Direktur Utama

M. llous Budivanto
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Nomor : il48/Kpts. 1 00CI11 1 00lB.l0Z0
Tanggal : 27 Agustus 2020
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No. Dokumen

Rev.lEd.

Tanggal

ff forua Sf,rmn f,*rlro {Fersero}

ilLppMAN

FE llIG E ]II DALIAH G RATI F I KASI

Dr LriltcKuNGAN FT BOTUIA BrSkrA tf{DRA {PHR$ERO}

: S1 7 lPed.1000/1 100108.2020

: 0 /2020

:27 Agustus 2020

i
Controlled Doc.No:

$ifat Doc, : Controlled

Uncontrolled:

Iftrs documenfs rs property of PT Soma Sr'srns lndra {Persero}
Da not copy in any media without permission af PT Boma Bisma Indra



Pf fomg fif$rnf, l&drfr{Fersera}

Lr MF*I*-P Ef{ G EgA HA r:}

PEDO$JIAN FENGET-TDALIAN GRATIFIKA$I
Dl LIf,IGKUHS*f*| FT SOH&$$il* ll{DRA {PER$ERO}

No Dokumen.

Rev./Hd.

Tanggal

: 017 /Ped.100011 100 108.2020

: 0/2020

:27 Agustus 2020

Disiapkan oleh $ekretaris Perusahean

Diperlksa oleh Direktur Operasi & Pemasaran M. Agus Budijanto 27-08-2020

Disetujui dan

disahkan oleh
Direktur Utama Yoyok Hadi Satriyono

Ifus document$ rs praperty sf PT Soms Srsma lndra {Persero}
Do nat copy in uny medis without permission af PT Bama Ersma Indra



Ff S$nn# Sisftffi litrfru{Fer*ero}

LEISBAR PERUBAHAN

Iftrs dacumenfs rs property of PT Soma Sismc Indrs {Persero}
Da nat copy in any media witlrout perrnission af FT Eoma Slsmc Indrs

l{o Pernyataan baru

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Penyu$unan

a. Undang-undang Nomor: 31 Tahun
1S9$ tentang pemberantasan

Tindah Fidana Korupsi {Lembaran
Hegara Republik lndonesia Tahun
19gE Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomcr: 1BT 41 ,

sebagaimana telah diubah dengn
Undang-undang Nomsr: 2$ Tahun
2001 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor: 31 Tahun 1$gg

tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun
2fi01 Nomor; 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor:41 50).

b, Peraturan Menteri EUMN Nomor
Per-01/MBUll2011 tentang
Penerapan Tata K*lola
Perusahaan Yang Baik fGood
Corporate Gavernance) pada

. Badan Usaha Milik Negara,

sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri BUMN
Nornor Per-S$lMSUl2*1 2

c. Keputusail $ekretaris
Kementerian Nomor: SK-
1$/S"MBUI2O12 tanggal 6 Juni
2*12 tentang lndikator Parameter

dan Evaluasi Atas Penerapan
Tata Kelatra Perusahaan Yang
Baik fGood Corporafe
Governance).

C. Maksud dan Tujuan

a. $ebagaimana pedoman bagi
insan peru$ahaan untuk
filernahafni, meficegah dan

menanggulangi dalam
menentukan tindakan-tindakan
yang berpotensi atau mengarah
pada tindak pidana korupsi,

BAB I

PENDAI.IULUAN

A" Latar Belakang

B. Maksud dan tujuan

1. $ebagai pedaman bagi insan psru$ahaan

untuk mernahami, msncegah dan

msnanggulangi dalam msnentukan tindakan-

tindakan yang berp otensi atau rnengarah

pada tindak pidana korupsi,kolusi dan

nepotisme khususnya gratifikasi dalam

Perusahaan sehingga dapat rnelindungi dirinya

sendiri maupun keluarganya dari tuduhan

tindak pidana suap.

2. Membentuk lingkungan perusahaan yang

sadar dalam psnanganan praktik Gratifikasi

*ehingga prinsip tata kelola psrusahaan yang

baik {GCG} dalam menjalankan kegiatan

operasional dan bisnis sehari-hari dapat

diterapkan dengan baik .

3. Membangun lntegritas lnsan Perusahaan dan

mewujudkan pengelolaan peftrsahaan yang

baik, bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi

dan nepotisme.

C. Landasan Penyu$unan

1. Undang-undang Rl Nsmar 2S tahun 1$gg

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih

dan Bebas dqfi Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-undang Rl lrlomor 31 tahun l gg$

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan

undang-undang Rl lrlo.20 tahun 2001 ;

3. Undang-undang Rl Nomor 30 tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

4. Undang-undang Rl Nomor 19 tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara



W finmn Hfgmg fudru {Ferseru}

b,

khususnya gratifika*i dfflam
perusahaan,

$ebagai pedornan bagi insan
perusahaan mengenai pentingnya
kepatuhan melaporkan gratifikasi
untuk perlindungan dirinya sendiri
maupun keluarganya dari peiuang
dikenakannya tuduhan penerima
gratifikasi.

Untuk mewujudkan pengelolaan
psrusahaan yans baik, bebas dari
segala bentuk karupsi, kolusi dan
nepotisme.

5. undang-undang Rl Nomor 40 tahun lil0r
tentang Perseroan Terbatas

6, Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara
Nomor PER-01/MBU/101 1 tentang penerapan

Tata Kalola P*rusahaan yang Faik {Good
Corporafe Gorern ance) pada SUMN
sebagaimana diubah dengan peraturan

Menteri BuhdN Nomor per-0$/MBUl201z

tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
tsadan Usaha Milik Negara Nomor pER-

01IMBU f2011;

7. Keputu$an $ekretaris Kementrian BUMN
Nomor: $K-1 fi/s.MB3tzl;12 tentang Indikator
Parameter Penilaian dan fvaluasi Atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

{GCG} pada BUMN ;

L Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang
dalam Akte Flotaris Hj. fva Fitri $agitarina
$.H. lrlomor $4, Tanggal ZT Februari ?01f
tentang Fernyataan Keputusan Menteri Badan

Usaha [dilik Negara selaku Rapat Umum

Pernegang $aham Ferusahaan perseroan

{Persero} PT Boma Bisma lndra;

g" Akta Notaris l-lj. fva Fitri $agitarina, sH,
Nomor aT , tanggal 7 Agustus lsl g tentang
Pernyataan Keputusan Menteri Badan usaha
Milik Negara selaku Rapat Umum Femegang
saham Perusahaan perssroan 

{persero} pr
Bama Bisma lndra;

10.Akta Notaris Hj. tur Fitri $agitarina, $H,
Nomor 34, tanggal ZZ Juli ZfiZCI tentang
Pernyataan Keputusan Menteri Badan usaha
Milik Negara selaku Rapat Umum pern*gang

$aham Perusahaan Perseroan (persero) FT
Boma Bisma lndra; "

11. Keputusan Direksi Nomor : 001

/Kpts,1000,140S11 .2020 tanggal Z Januari
2020 tentang Perubahan Pokok-pokok $truktur
'Organisasi dan Fungsi Organisasi di

Bawahnya;

12. Keputusan Dfreksi Nomar :

c.

This documents is property af pr fisma gisms lndra {persero}
Do not coly in nny media withoutpermiss ion af PT Boma Bisms lndrs



Pf S*m# Sigmg Jnrfru{Fersera}

S4S/Kpts.1 0SS/1 tSSlST .2*2A tanggal 29 Juti

2A20 tentang Pedoman Tata Kelola

Perusahaan fGode of Corp orate Gavernance)

PT Boma Fisma lndra {Persero};

1S, Pe$anjian Kega Bersama {PKB}-

D. lstilah dan Definisi

BA8 II

ffiFINI$I DAN ISTILAH

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKA$I

A. Gratifikasi dan Tindak Fidana $uap
B, Prinslp Dasar Gratifikasi

C. Laparan Graifikasi

D. Benturan Kepentingan

BAB III

KTTENTUAN UMUM TTNTANG

GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana $uap

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

C. Kategori Gratifikasi

a. Gratifikasi yang dianggap suap

b. Grntifikasi yang tidak dia*ggap

suap

D, 'Gratifikasi yang wajib di laporkan

E. Benturan Kepentingan

BAB III

PENGELOLMN DAN PENGENDALIAN

GRATIFIKA$I

A. Direksi

Direksi bertanggung jawab atas efektifitas

rancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan

penyelenggaraan pengendalian gratiflkasi $ecara

ksseluruhan serta berkewajiban rnenetapkan

arahan dan melakukan tindakan-tindakan untuk

menjamin bahwa seluruh kegiatan

penyelenggaraan pensendalian gratifikasi

be$alan dengan baik.

Direksi membentuk Unit Pengendali Giatifikasi

yang he{anggung jaWah kepada Direksi untuk

melakukan psngendalian Gratifika$i, yang terdiri

dari :

Pembina

Ketua

: Direktur Utama

: Kepala Satuan Pengawasan

lntern {SPl}
Wakil : Manager Biro $DM

Sekretaris : Manager Bidang Hukum

Anggota : Manager tsiro SMRI

ftrlanager Biro QSHE

Dok, Con : $taf Bidang Hukum

B. Dewan Komisaris

C. UPG

D, Pengelolaan Gratifikasi

Ifiis documents rs property of PT Eoma Efsrns Xndra {Fersero}
Do not copy in any media withoutpermission of FT Eorna Bisms lndra
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8AS IV

FT NGE I''I DALIAN GRATI FI KASI

A. Direkei

B. Dewan Komisaris

C. UPG

D. Mekanisme Pelaporan

t. Pemantauan Gratifikasi

t. $anksi atas Pelanggaran Ketentuan

Gratifikasi

SAS IV

PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIHASI

A. Sckumen Pelaporan

*. Jangka Waktu Pefaporan

C. Mekafiisme Pet*Burffl

D. fvtanfaat Pelaporan Gratifikasi

SAts V

KEPEDULIAN, SANKSI, PERLINDU NGAN

PELAPOR PEMANTAUAN DAN PEMBIAYAAN

A. Kepedulian

B. $enksi atas Pelangggrsrl Kstentuen Grstifikssi

C. Perlindungan Pelapor

D. Pemantauan Gratifikasi

E. Pembiayaan

BAB VI

PENUTUP

rlris documentr fs property of PT Boma Bisms Indra {Persero}
DCI not copy in any media without perrniss ion af PT Bsma Bisma lndra
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Na. Dokumen :

tl7/Ped.{ 00011 100/f T,Z0A0

PE $S$frEf-I PE HGEilIDALIAH G RATIFI KA$I

Lampiran keputusan Direksi
No: 048 lKpts. 1 000. 1 1 00/8"1020

Tanggal :27 Agustus 2020

Rev./Hd.: fr12021

DAFTAR ISI

KOIIITIIIEN BERSAI,A
LEi'BAR PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN

r:trrtrltttlalltllalarttttllla:ltta:lallltllttltlrtttaalttlrtllr!alattltrartrlrlrrrrlrl

A. Latar Belakang

B. lI{aksud dan Tujuan

C. LandasanPenyusunan

D. lstilah dan Definisi

BAB ll KETENTUAITI UMUM TENTANG cRATtFtKASt.....................

A. GratifikasidanTindakPidanaSuap............

B. Prinsip Dasar Gratifi kasi.....................

C. Laporan Gratifikasi.....

D. BenturanKepentingan

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI ............

A. Direksi

B. Dewsn Komisaris.....

C. Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) ...........

D. Pengelolaan Gratifikasi ...........:..........

BABlVPENANGANANLAPoRA[lGRATtFlKAsl.....'.........'.....

A. Dokumen Pelaporan

B. Jangka Waktu Pelaporan ...............

C. Mekanisme Pelaporan ,...,.,....,...........

D. Manfaat Pelaporan Gratifikasi................. rr...................
BABVXHPEOUUIII, SANKSI, PERLINDUNGAN PELAPOR PEMAI'ITAuAN DAI.I PE[IBIAYAAN......

A. Kepedulian

B. Sanksi Atas Pelaporan Ketentuan Gratifikasi.,...

C. PerlindunganPelapor

D. Pemantauan Gratifikasi......

E. Pembiayaan

BAB VI PEHUTUP

2

2
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10
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Lampiran I Formet Pelaporan Gratifikasi
LamBlran ll Alur Pelaporan Gratifika*i

Ih,s documenfs rs property af PT Boma Eisma lndra (Percero|.
Do nat cCIpy in uny media withoutpermissian al PT Bsma Bisma Indra
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No. Sokumen :

01 7/Fed, ,l 
0001{ 1 00/07.1St0

PESSHAf{ FE iIGE FTDALIAfiI G RATIFI KAS

Lampiran keputusan Direksi
Itla: 048 lKpts,l000.1 100/8.4020

Tanggal :27 Agustus 2020

Rev./Hd, : 0/2020 Halaman :2 dari 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungar kerja sama unkrk pdakeanaan bienis perusahaan, tidak dihinda*an adanyagratifikm.i dai
atau pihak kepada pihak lainnya dan juga adanya potensi yang dapat menlmbulkan benturan kepentingan
yang dapat mempengaruhi independensi, objectivitas maupun profesionalisme dalam pengambilan
keputusan' Dengan terdapatnya potensi risiko tersebut, maka untuk menjaga hubungan kerja sama dengan
pemangku kepentinngan (std<eholders) untuk tetap harmonis dipandang perlu dilakukan pengaturan
pedoman perqendalian gratifikasiyang selaras derqan pedornan tah kelola perusahaan yang baik (GGG),
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Af Conduct) dan Nilai-nilai yang berlaku di perusahaan.

Pengaturan ini penting untuk mendorong terwujudnya peningkatan integritas di lingkungan psrusahaan
sehingga perlu dibudayakan sebagai suatu proses pembelajaran bagi insan perusahaan yang mempunyai
harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan. Disamping itu,
insan perusahaan, selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan Beraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan senatiasa menghindarigratifikasi, korupsi, kolusi maupun nepotisme, dan penyuapan serta
mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan,

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi insan perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi dalam
menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada tindak pidana korupsi,kolusi dan
nepotisme khususnya gratifikasi dalam Perusahaan sehingga dapat melindungi dirinya sendiri maupun
keluaqanya dari tuduhan tindak pidana suap.

2. Membentuk lirpkungan prusahaan yang sadar dalam penarqanan psktik Gratifikasi sehiryga prinsip
tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari
dapat diterapkan dengan baik . fr

3. Mdmbangun lntegritas lnsan Perusahaan dan mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik, bebas
dari segala bentuk korupci, kolusidan nepotisme,

C. Landasan Penyusunan

1' Undang-undang Rl Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bercih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor: 3t Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 199g tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Rl Nomor 30 hhun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4..jUndang-undang Rl N0m0r 19 Ehun 2003 bnhns Badan Usaha Mitik NeEaral
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5. Undang-undans Rl Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan fernataq
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per{1lMBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang

Baik (Good Corporate Govemance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri BUMN Nomor per-0g/MBU/2012.

7. Keputu$an Sekretaris Kementerian Nomor: $K-1$I$,MBU/2fr12 knggal
Parameter dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Gorefi?arlceJ.

8. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akte Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina S,H. Nomor 62,
Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pemyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Penseroan (Persero) PT Boma Bisma lndra;

9. Akta Nokris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 07, tanggal 7 Agustus Z01g tentang pernyataan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan

Penseroan (Persero) PT Boma Bisma lndra;
10'Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 34, tanggal 22 Juli2020tentang pemyataan Keputusan

Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapal Umum Pemegang Saham perusahaan perseroan
(Persero) PT Boma Bisma lndra;

ll.Keputusan Direksi Nomor:001 11Kpts.1000.1400/1.2020 hnggal 2 Januari 2020 tentang perubahan

Pokok-pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi di Bawahnya;
12'Keputusan Direksi Nomor : 046Kpb.100011100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang pedoman Tata

Kelola Perusahaan (code of corpotare Govemance) pr Boma Bisma lndra (pensero);
13. Pedanjian Kerja Benam {PKB).

D. lstilah dan Definisi

1' Gratifikasi adalah pemberian uang, banng, rabat {discount}, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
pedalanan, fasilitas penginapan, pedalanan pariwisata, pengobatan cum&cuma dan fasilitas lainnya
baik yang di tedma di ddam negai maupun di lusr negori dan y*ng dilakukan darqan rnenggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada insan perusahaan yang berkaitan dengan jabatan
dan kedudukan insan perusahaan tersebut sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang
mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme insan perusahaan.

2. Gratifikasi Dalam kedinaean adalah hadiah#asilitas resmidari penyelenggara kegiatan yang diberikan
kepada wakil-wakil resrni suatu instansi ddam suafu kegatan tertentu, sebagai penghargnan atas
keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tenebut, seperti honorarium pembicara dan
penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

3. Benturan Kqiatan adalah suatu situasi atau kondisi dimana insah perusahaan yang karena
jabatan/posisinya, memiliki karuenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun
ttdak sengaja unbk kepenlingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja
hasil keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan.

4' Hadiahl0inderamda adalah setiap pemberian darVahu penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk
uang dan/atau setara uang, barang, rabat (dismunt), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang tidak
dinikmati bersama-sama dengan pemberi.
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5, Hiburan {En#rtainmext} adalah

perilaku yang menurut pemikiran

dinikmati bersama-sama dengan

permainan olah raga dan wisata.

6. Musibah adalah suafu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa sesegrang, yang
mempunyai pengaruh terhadap kondisi lisik, gsikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti : kematian,
sakit kronis atau sakit akibat kecelakaan.

7. Bencana adalah keadaan kahar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
8' lnsan Perusahaan adalah Devrran Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh

karyawan perusahaan, serta pensonil lainnya yang secara langsung bekerja unfuk dan atas nama
perusahaan.

I' Mitra UsahalPihak Ketiga adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama
bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan perusahaan.

10. Pemberi adalah lnsan perusahaan dan/atau pihak ketiga yang memberikan Gratifikasi.
11. Peminta adalah lnsan perusahaan dan/atau pihak ketiga yang melakukan Gratifikasi.
12. Penerima adalah lnsan perusahaan yang menerima Gratifikasi.
13' Formulir Gratilikaei adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kntuk elektronik

atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
14. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang dibuat oleh lnsan Perusahaan selaku penerima Gratifikasi

yang berisi informasi penerimaan Gnatifikasi dan tertuang dalam fonnulir Gratifikasi.
15. Penanganan Laporan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang

dimulai dimulai dari pencatatan, analisis, klarilikasi dan verifikasi laporan, usulan penetapan status
kepemilikan Gratifikasi serta penyerahab surat penetapannya kepada pelapoT.

16, Unit Pdngendali Gratifikasi (UPG)adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi
dan diberi kewenangan oleh Direksi unfuk menangani Gratifikasi dalam Perusahaan.

$egala $e$Ltatu baik yans berbentuk kata-kata, tempat, benda dan
logika yang waiar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang
pemberi termasuk tapi tidak terbata$ pada rnu$ik, film, opera, drama,

fL
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A. Gratifikasidan Tindak pidana Suap

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur aspek penting
mengenai definisi Gratfikasi, Gratifkasi yang dianggap suap dan penentuan status barang Gratifikasi oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka wakfu tertentu. Graiilikasi menurut Fenjelasan pasal
128 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 'pembedan dalam arti luas', yakni meliputi pemberian
uang, barang, nabat (discounf), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjatanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasitersebut baik yang diterima di
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik.

Definisidiatas menunjukkan bahwa Gratifikasisebenamya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu
pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap apabila diberikan kepada iegawai Negeri atau
Fenyelenggara NEara, berfrubungan dengen jdbatannya serta b€rtentailgan oengan tugas dan
kewajibannya' Ketentuan diatas tidak berlaku apabila penerimaan Gratifikasi Oitaporfan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
Gratifi kasi tersebut diterima.

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Perusahian mewajibkan semua insan perusahaan untuk mematuhi keientuan-ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua insan di
perusahaan D|I-AMNG baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak
manapun.

2. Setiap insan perusahaan yang menerima secara tidak langsung gratifikasi yang dianggap suap wajib
melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). ir

C. Laporan Gratifikaei

1. Gratifikasi yang Wajib diLaporkan

adalah gratifikasi yang dianggap suap yang diterima oleh lnsan Perusahaan PT Boma Bisma lndra
(Penero) atau pihak-pihak yang dipekerjakan di Lingkungan PT Boma Bisma tndra (percero) yang
berhubungan denga4jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

2, Gratifikasiyang Tidak Wajib DiLaporkan

Pelaporan Gratifikasi dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut :

1) Berupa perangkat atau perlengkapan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar,
workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.
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2) Berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan
akomodasidan pembiayaan lainnya sebagaimana diafur pada standar biaya yang berlaku di instansi
pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik
kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima serta dilengkapi
dengan setoran bukti potong pajak atau tanda terima.

3) Berupa cinderamata/plakat dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri
maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara
negara.

4) Orang yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakeUnenek, bapak/ibrlmertua, suami/istri,
anaUmenantu, cucu, besan, paman/bibi, kakaUadikiipar, supupu, dan keponakan sepanjang tidak
mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

5) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku
umum.

6) Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan
yang berlaku umum.

7) Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau
sosialisai yang menggunakan logo ahu pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik
kepentingan dan berlaku umum.

8) Hadiah atau apresiasi atau penghargaan atas prestasi akademis ahu non akademis
(kejuaraar/perlombaan/kompetisi) yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri dan tidak terkait
kedinasan.

9) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan pningkatan prestasi kerja
yang diberikan oleh pemerintah sesuaidengan peraturan perundang-undahgan yang berlaku.

10)Hadiah langsung/undian, diskonlrabat, voucher point rewards atau sd,uvenir yang berlaku umum dan
tidak terkait dengan kedinasan.

11)Kompensasi atau penghasilan atas profesidiluar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi (tupoksi) dari lnsan Perusahaan, fidak terdapat benturan kepenfingan dan kode etik
karyawan.

12)fiarangan bunga seb4ai ucapan yang diberikan dalam acara sepgrti pertunangan, pernikahan,
kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacaia adat/agama lainnya, pisah
sambut, pensiun, promosi jabatan.

13)Pembedan dari orang lain yang terkait dengan upacara adat atau keagamaan seperti; pertunangan,
pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adaUtradisi
dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benfuran kepentingan-dengan penerima Gratifikasi
dengan batasan nilai paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

14)Onang lain termasuk sesama lnsan Perusahaan yang terkait dengan musibah aku bencana yang
dialami oleh ponerima Grat'ftkasi abu keluarganya sepanjang tidak mempunyai konffik dengan
penerima Gratifikasi dan memenuhi batas kewajaran atau kepatutan.

15)Pemberian sesama lnsan Perusahaan dalam rarigka pisah sambut, pensiun, mutasi jabahn,atau
ulang tahun yang lidak dalam bentuk uang atau alat fukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan tohl pmberian tidak melebihi Rp
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1.S0S.000,00 {satu juta rupiah} datam

terdapat konflik kepentingan"

1 {satu} tahun dari pemberi yans $ama, sepanjang tidak

16)Pemberian sesama lnsan Perusahaan yang tidak dalambenfuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak
terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per
orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun
daripemberiyang sama

17)Berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum.

D. Benturan Kepentingan
Tidak tennasuk dalam Gratifikasi yang memiliki Benturan Kepentingan, apabila pemberi Gratifikasi memiliki
afuran terkait jenis dan standar besatan pemberian serta aturan dan standar dimaksud diberlakukan semua
pihak.
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BAB III
PENGELOI AAN DAilI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk mendorong efektifihs penerapan kebijakan pengendalian Gratifikasi di perusahaan, hal yang terpenting
adalah kejelasan dan akuntabilitas dan tanggung jawab.

A Direksi

Direksi be{anggung jawab atas efektifitas rancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan penyelenggaraan
pengendalian gratifikasi secara keseluruhan serta berkewajiban menetapkan arahan dan melakukan
tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi
berjalan dengan baik.

Direksi membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jararab kepada Direksi untuk melakukan
pengendalian Gratifikasi, yang terdiridari ;

Pemhina

Ketua
Wakil

Sekretaris
Anggota

Direktur Utama
Kepala $atuan Pengarra$an lntern {Spl}
Manager Bira SDM
Manager tsidang Hukum
Manager Biro $MRl
Manager Biro QSHE
$taf Bidang HukurnSok. ton :

E. Dewan Koffiisaris

Dewan Komisads bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan
kebijakan pengendalian Gratifikasi di Perusahaan. Pemantauan pelaksanaan kebijakan pengendalian
Gratilikasi dapat diserahkan kepada satuan pengawasan lntern {$pl)

C. Unit Pengendali Gratifikasi (UpG|

wewefrang dan tugas, tanggung jaruab unit pengendali Gratifikasi {upG)aoatn:
1' Menerima laporan Gratifikasi dari lnsan Perusahaan, mengadministrasikan dan mengarsipkan setiap

laporan Gratifikasiyang diterima dalam kegiatan Unit Pengeidali Gratifikasi (UpG).
2' Melakukan konfirmasi secara langsung atas laporan Gratiftkasi pada pelapor pemberi atau pihak ketiga

lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaanlpemberian Gratifikasi.
3. Melakukan verifikasi dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima dan melakukan pemilahan

kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KpK selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari keda sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.

4' Menentukan status kepemilikan penedmaan Gratifikasi dalam kedinasan (setelah ada review dari KpK
bahwa laporan Gratifikasi tersebut temasuk dalam kategori kedinasan) dan memberikan rekomendasi
atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi.

5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi.
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6. Meminta data informasi pada uniUfungsilhagian fe4i tertentu atau talapor terkait pemantauan
penerapan program pengendalian Gratifi kasi.

7' Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasikepada Direksi.
8. Memberikan laporan khusus yang diminta oleh KPK terhadap laporan Gratifikasi di lingkungan

Perusahaan.

D. PengelolaanGratifikasi

Atas penerimaan gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Perusahaan maka altematif pemanfaatan
ialah:

1. Dikembalikan pada penerima gratifikasi.

2. Disumbangkan kepada Yayasan Sosialatau Lembaga Sosial.
3. Dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk:

a. Operasional Perusahaan;

b. Menjadi barang display; atau

c. Menjadi pendapatan lain-lain Perusahaan.

Pemanfaatan Gratifikasi berupa batang yang ditetapkan menjadi rnilik perusahaan dapat diganti/dikonveni
dalam bentuk uang oleh pelapor, dengan nilai konverci harga sesuai nilai ekuivalens barang gratifikasi
dalam rupiah yang ditentukan oleh UPG berdasarkan data perbandingan harga barang yang berlaku di
pasar. Selanjuhya benda gratifikasiyang telah dikonversi dalam bentuk uang disetorkan ke perusahaan.

Gralifikasi berupa plakat atau barang lainnya yang berlogo pemberi dapat dimanfaail<an untuk dikekola oleh
Unit Keda pelapor.
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A. Dokumen Pelaporan

1' Format dokumen pelaporan gratifikasi dapat diperoleh dari unit Pengendali Gratifikasi (upG) atau
mengunduh dari situs resmi KpK : v"tnr{w. hph. go,id atau gol. kpk. go.id.

2. Pelapor menyampaikan pelaporan gratifikasi dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasisesuai
dengan mekanisme yang berlaku dengan cara mengisi format, sebagai berikut :

A. ldentitas penerima berupa Nomor lnduk Kependudukan, Nama, Alamat Lengkap dan Nomor
Telephone;

B. lnformasi pemberi gratifi kasi;

C. Jabatan penerima gratifikasi;

D. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

E. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
F. Nilaigratifikasi yang diterima;

G. Kronologi penerima gratifikasi;

H. Bukti, dokumen atau data pendukung terkait raporan gratifikasi.

B. Jangka Waktu Pelaporan
Ketentuan jangka waktu laporan Gratifikasi dapat disampaikan oleh pelapor kepada :

1. Unit Pengendali Gr:atifikasi (UPG) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal gratifikasi diterima dan Unit Pengendali Gratifikasi (UpG) wajib meneruskan laporan
gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggat laporan gratifikasi
diterima atau;

2' KPK dalam jangka waktu selamballambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setetah tanggal gratifikasi
diterima.

C. Mekarlisme Pelaporan it
1' Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, mai<a insan perusahaan wajib

melaporkan hal tenebut dan meyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Unit pengendali
Gratifikasi (UPG) atau kepada KPK sesuai dengafi jangka wektu petaBoran yang diatur datam ped6ffian
ini.

2' Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang nludah rusak, objek Gratifikasi
dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikaii dan apabila
tidak dapat ditolak maka dikembalikan kepada pelapor, objek Grat'fikasi dapat disalurkan sebagai
banfuan soeial.

3' Unit Pengendali Gratifikasiwajib memberikan respon atas laporan penerimaan Gratifikasi dari pelapor
minimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan diterima dan membuat rekapitulasi penerimaan
Gratifikasidan meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK beserta formuliryang telah diisi.

4. Tahapan Verifikasi Laporan Gratifikasi :

Iiris dotumenis rs propeW of pr Boma Bisma lndra {Fersero}
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a.

b.

Lapryn Grailfikasiyang telah diterima dilakukan verint
sesuai dengan formulir laporan Gratifikasi termasuk objek Gra$fi kasi.
Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, maka laporan CiatinUsi disampaikan kembati
Iqryoq Pelapor untuk dilengklPidengan didampingi obn Tim upe. nJanira taporan Crammsi
lidak dilengkapi paling lam-a_.30 {tiga puluh) Hari Kerja terhitung selar oqer Gratifikasi diterima
lgFpq maka taporan Gratifikasi dapat tidak ditindaktanjuti. 

o - -'--. -'

oqgc erafi{k.asi yang disertakan dalam laporan oterima sebagai titipan dengan Jangka waktu
penitipan objek Gratifikasisampai dengan ditentukan status kepeiniriir'nnvr.

D. Manfaat Pelaporan Gratifikasi
1' Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman terhadap penerima. Ancaman pidana untuk

penerimaan gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun
maksimal 20 tahun dan denda Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000.000,00. Akan tetapi,
penerima gratifikasi dapat dibebaskan dari hukuman atau ancaman pidana tercebut jika melaporkan
penerimaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Dengan jaminan
pembebasan hukuman dengan melaporkan gratifikasi akan memberikan rasa aman bagi penyelenggara
negara dalam melaksanakan fugas dan fungsinya.

2, Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan.
Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka risiko
teryanggunya independensi, objektivitas dan imparsialitas penyelenggara negam dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan fugas di kemudian hari yang mungkin te*ait dengan kepentingan pemberi
dapat dielimink ada konteks ini, pelaporan gratifikasi ditempatkan seUagai alat unfuk mencegah
terjadinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh pihak
pemberl gratifikasi.

3. Cerminan lntegritas lndMdu.

Pelapran atas pnerimaan gralifikasi oleh penyelenggara negara merupakan salah safu indikator
tingkat integritas' Semakin tinggi tingkat integritas seorang penyelenggara negara, semakin tinggi
tingkat kehati-hatian dan kesadaran yang dimiliki oleh pegawai negerllpnnyelenggara negara, yang
diwujudkan dalam bentuk penolakan maupun pelaporan gratifikasiyang teipaksa diterima.

4. Setf-assess,?te,f b4iPenyelenggara Negara untuk Melaporkan penefiniaan Gratiftkasi.
Ketika penyelenggara negara menghadapi kondisi adanya pemberian gratifikasi terhadap dirinya, ia
dapat mengajukan pertanyaan reflektif sebagai metode untuk melakukan self assessmenf. pertanyaan-
pertanyaan tercebut diharapkan dapat membantu penyelenggara negara untuk menentukan apakah
gratifikasi tersebut merupakan gratifikasi terlarang atau tidak.

Di bawah ini sejumlah contoh pertanyaan reflektif yang dapat diajukan:
a. Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang pbnerimaan tersebut?
b. Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberisaat itu?
c. Apakah publikasi atas penerimaan terrsebut akan membuat anda merasa malu atau apakah

tyneTq$ilekukan s$cs rs terbuka gtzu te{*tu p {sernbu nyi-eernbunyi }?
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f. Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah gratifikasiditerima?

Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif di atas adalah ya", maka penedmaan tersebut
sebaiknya ditolak, atau jika terpaksa diterima segera dilaporkan
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BAB V
KEPEDULIAT{, SAIIIKSI, PERLINDUNGAN PELAPOR PEMAI{TAUAN DAN PEMBIAYAAN

A. Kepedulian
Pedoman pengendalian gratifikasi harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh insan perusahaan,
Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait di lingkungan Perusahaan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:1' Setiap pimpinan unit Kerja di kantor pusat dan cabang/pemrakilan agar memberikan informasi dan

pengarahan kepada setiap insan Perusahaan dilingkungan unit kerja masing-masing tentang
penerapan pedoman pengendalian gratifikasidiPT Boma Bisma lndra (persero).2' Setiap pimpinan unit kerja di kantor pusat, cabang/Perwakilan agar memberikan keteladanan dengan
bersikap sesuai standar etika sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika usaha dan Tata perilaku
(&de of Condud) yang berlaku di lingkungan Perusahaan, khususnya sikap keteladanan unfuk
menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan ataupun melaporkan setiap gratiftkasi yang wajib
dilapo*an.

3' Unit Pengendali Gratifikasi agar memonitor implemenhsi pengendalian gratifikasi di lingkungan
Perusahaan dan melaporkan hasil implementasi kepada Direksi.

B. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi
Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh lnsan Perusahaan. pelanggaran terhadap ketentuan dalam
pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

C. Per{indunganPelapor
Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut pasal 1I ULj
No'30/2002' KPK wajih memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan
laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. selain itu, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tenhng Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga perlindungan
saksi Korban (LPSK) mempunyai bnggung jawab untuk memberikan perrindungan dan bantuan kepada
saksi dan korban. Dalam konteks ini, pelapor gratifikasi dibutuhkan keterangnnnya seb4ai saksi tentang
adanyd dugaan tindak pidana korupsi.

Pelflpor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun paikis, termasuk
ancaman terhadap karir pelapor dapat mengajukan permintaan perlindungan kepada KpK atau LpSK.
Secara intemal, pelapor yang merupakan insan Perusahaan dapat mengajukan permintaan perlindungan
kepada Perusahaan, khususnya ancaman terhadap karir atau aspek admidistrasi kepegawaian lainnya.
Benfuk perlindungan tersebut diatur sebagai berikut
1. Pelapor yang patuh terhadap pedoman Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari

perusahaan berupa:
a' Perlindungan dari tindakan balasan abu perlakuan yang bemifat administratif kepegaaraian yang

tidak objektif dan merugikan pelapor.
b. Pemindahtugasan atau mutasi b4i pelapor dalam haltimbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap

pelapor;
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c. Bantuan hukum sesuai

{Persero}.

2. Upaya perlindungan diberikan dalam hal:
a. Adanya intimidasi, ancaman, perlakuan yang tidak

dari pihak intemal.

b, Pelapar msnyarnpaikan pernahonan seeara tertufis
Sisrna lndra {persero}.

dengan ketentuan yang berlaku dilin

lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut

kepada Direksi mslalul Ketua upc pT Boma

Pelapor yang beritikad baik untuk melaporkan adanya dugaan Gratifikasi berhak unfuk :

a. Memperoleh penjelasan te*ait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
b. fi&mperoleh informmi perkembangan laporan Grati{ikasi; dan
c' Memperoleh perlindungan, yang terdiri dari kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan atas

keamanan pribadi, keluarga dan harta benda yang berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
Perlindungan terhadap Pelapor berdasarkan atas permohonan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundarq-undangan, serta Perusahaan dapat be*oordinasi dengan instansi terkait apabila
melaksanakan porlindungan atas keamsnan pnbadi, keluarga dan harta benda yang dimiliki.

D. PemantauanGratifikasi

Safuan Pengawas lnternal bertugas untuk memonitorlmemantau pelaksanaan pedoman pengendalian
Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Direktur utama mengenai
implementasinya"

E. Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka implemenhsi Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur
dalam Pedoman ini dibebankan sepenuhnya pada anggaran perusahaan.

fL
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BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini diharapkan seluruh insan perusahaan dapat
melaksanakan fugas secara efisien, efektif dan produktif sehingga tercapai penerapan prinsip-prinsip penerapan
tata kelola perusahaan yang baik (GcG), pencapaian visi dan misi perusahaan dan terciptannya perusahaan
yang bebas dari KKN dan anli psnyuapansehingga citra baik perusahaan tetap terlaga.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini menjadi acuan dalam menghadapi prmasalahan gratifikasi di Lingkungan
Perusahaan. Hal-hal yang kurang jelas dalam uraian pedoman pengenoalian gratifikasi agar dapat disampaikan
kepada unit Pengelola Gratifikasi (upG) pr Boma Bisma lndra (percero)

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembati atau diubah
apabila dipandang perlu oleh Direksi perusahaan.

fL
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Lampiran I

Format Pelaporan Gratifi kasi
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Fanduan Pengisian :

1) Diisi kode jenis penerirnaan :

a. Uang
b. Barang
c. Rabat/Siskon
d. Kornisi
e, Pinjaman tanpa bunga
f, Tiket perjalanan
S. Fasilitas penginapan
h, Ferjalanan wisata
i, Pengobatan cumfr-cuilna
j Fasilitas lainnya

1l piisi uryien jenis penerimaan {bentuk, merk, tahun pembuatan, wama, dll}3) Diisi nilai norninal/taksiran nilai yang dit*rima {harga brosurlinternetlperkiraan sendiri sesuai hargapasar/perkiraan a ppraisal )4) Diisi kode peristiwa penerimaan"
Terk a il hadia h pern ika hanlkeaga rnaanlaca ra ad ai
Terka it rnutasilpromosi/pisah sambut
Terkait tugas pelayanan
Terlqait tugns non p*layanan
Terka it sem ina rldiklaUwo rks hop
Tidak tahu

g" Lainnya (tuliskan pada kalsrn di atas)
5) iliisi tskasi {lokasi ruangan. gedung, alamat} dan tanggal penerirnaan
ql *iisi nama pemberi Gratlflkasi {percrangan/ketomport$ad'an usaha)7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemheri bratifikasi seperti Mitra KerjafTeman/Aksan/

Sawahan/$audaraldll
$] iliisi alasan pemberian seperti ucap*n terima kasihlpenghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
_91. *iisi d*ngan uraian kronoleqis penerimaan {runtutan keladiair pernherian}
101 Diisi dengan tanda "1i" padaiais* yang sesuai dan sebutkan jika adn
11t Diisi dengan catatan khusus seperti peffnintaan perlindungan, waktu dan tenrpat ketika dihubungi

dan hal khuzus lain yang perlu disampaikan kepada KpK"
12) Khtisrjs pelaporan Gratifikasi pernikahan, form pelaparan dilengkapi dengan rnelampirkan

berikut;
a. *lard dan Sofrcopy penenmaan Grati{ikasi terkait pernikahan tersebut.b Contoh Undangan.
c. Hard Gopy daftaribuku tarnu undangan.
d. $nff cupy/fota barangfkado.

a.
b"

c.
d.
e.
r.

ff Fomfl Bismg Indra{persers}
Jl. KhlM tulansyur ?29 $urabaya 6ff16?
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l{ANT$a cAgAiG JAt(*fiTAi s{erxra t'l}li Larffi i* $irile t&&.il" LdisJ HT ltaryEno t{au li Jak*rts $4ffi , tn&$sia xts$ i pf} +#.lt.I03sgffi6
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Lampiran ll

Alur Pelaporan Gratifi kasi
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